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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
hidayahnya dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan SOP ini dilandasi suatu
pemikiran bahwa untuk mewujudkan good governance perlu diciptakan komitmen mengenai

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah
satu unit satuan kerja perangkat daerah telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
Diharapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun ini menjadi pedoman atau
acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif dan efisien, serta

dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.

Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan
reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah dibuat oleh Lembaga
Pemerintah dalam Aturan yang dituangkan didalam Surat Keputusan secara hukum yang sah.
Dengan kata lain suatu Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintah Prosedur yang
hendak dipakai harus terlebih dulu dibuat Surat Keputusan. Hal ini penting, karena Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah merupakan suatu prosedur hukum, atau
paling tidak merupakan juknis dalam internal lembaga tersebut. Pengingkaran terhadap Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah dapat merupakan pelanggaran hukum
dan dapat dituntut secara hukum, Untuk menilai pengingkaran perlu menelusuri atau
mengidentifikasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah

dan pembuktiannya.

Untuk itu, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud :

Maksud penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
prosedur atau pedoman pada Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggaraan pelayanan Pengelola Keuangan dan
Aset sebagai menunjang aktifitas untuk dapat bekerja sebagai penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1.3.2. Tujuan :

Bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dapat terlaksana secara dengan
baik, tepat waktu, lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta dipertanggung

jawabkan.

1.4. Manfaat

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi antara

lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan

pelaksana dalam menyelesaikan tugas;




10.

11.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual
pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki Kinerja
serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan;

Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi,
secara efektif, efisien dan akuntabel;

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat
dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana;
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan
pelaksana dalam melaksanakan tugas;

Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.




BAB II
PENJELASAN FORM DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

2.1. Makna Simbol-Simbol

Makna simbol-simbol Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah adalah untuk mempermudah makna pembacaan Standar Oprasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah hanya terdiri dari 5 (lima) symbol, yaitu: 4 (empat)
simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung
ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Simbol Kapsul/ Terminator ( (C_J ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan
berakhir;

2) Simbol Kotak/ Process ([__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat/Decision (<>) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan
keputusan;

4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ‘ ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah
proses kegiatan);

5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( - ) untuk mendeskripsikan hubungan antar

simbol yang berbeda halaman.

2.2. PROSEDUR YANG AKAN DISTANDARKAN

1. Identitas SOP

Identitas Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah memuat data

yang menjadi label identitas dan ketentuan pokok mengenai Standar Oprasional Prosedur

(SOP) yaitu :




NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
LOGO TGL REVISI
SATUAN KERJA TGL EFEKTIF
NAMA UNIT KERJA DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.
2.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
I L.
2. 2.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Makna Identitas

1)

2)

4)

5)

6)

7

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP AP dapat dijelaskan sebagai berikut :

Logo dan Nama Instansi/ Satuan Kerja/ Unit Kerja, nomenklatur satuan/unit
organisasi pembuat;

Nomor SOP AP, nomor proéedur yang di SOP-kan sesuai dengan tata naskah dinas
yang berlaku di Kementrian /Lembaga/Pemerintah Daerah;

Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP AP dibuat berupa tanggal selesainya
SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatanya;

Tanggal Revisi, tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana ditinjaunya SOP AP
yang bersangkutan

Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP AP atau sama dengan tanggal
ditandatanganinya Dokumen SOP AP;

Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja, item pengesahan
berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta

stempel/cap instansi;

Judul SOP, judul prosedur yang di-SOP kan sesuai dengan kegiatan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi yang dimiliki ;




8) Dasar Hukum, berupa pertauran perundang-undangan yang mendasari prosedur yang
di SOP-AP kan beserta aturan pelaksanaanya;

9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan
dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP AP lain yang terkait secara langsung
dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).

10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

11) Kualifikasi Pelakasana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksanaan
yang dbutuhkan dalam melaksanakan peranya pada prosedur yang distandarkan.

12) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar utama (pokok)
dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang
di SOP-kan.

13) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh

pejabat tertentu.

2. Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian dari langkah

prosedur beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan.

Bagian flowchart ini menjelaskan kegiatan dengan langkah-langkah kegiatan secara
berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan dan dari prosedur yang
distandarkan berisi :Nomor Kegiatan ,Uraian Kegiatan yang berisi langkah-langkah
(Prosedur), Pelaksana yang merupakan Pelaku (Aktor) Kegiatan, Mutu baku yang berisi,

Kelengkapan, Waktu,Output dan Keterangan.




BAB I
PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah ini dibuat
untuk menjadi pegangan bagi seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan
tugas-tugas dan kemudahan dalam pengendalian, mempertegas tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan untuk
pelaksanan dalam Kegiatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
ini akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 5736539, Fax. (0711) 5736539, 7443621 Kode Pos 30127

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 900/ 22%- /KPTS/BPKAD/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk mewujudkan Kinerja Birokrasi yang efektif
dan efisien perlu didukung oleh Standar Operasional
Prosedur (SOP), yang akan menjadi pedoman/ acuan dan
standarisasi bagi seluruh pegawai dalam menyelesasikan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab
individual maupun organisasi keseluruhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).




Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021.

Standar  Operasional  Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan ini, digunakan sebagai Pedoman/
Acuan dan Standarisasi bagi seluruh pegawai pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya secara baik dan tepat sekaligus sebagai
akuntabilitas pelaksanaan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini, merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Ol Agurtur 2ou
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MUKHLIS, SE, M.Si
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NIP. 196406211993031004

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
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LAMPIRANI: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 900/ 222 /KPTS/BPKAD-1/2021
TANGGAL : Ol Agustus 20

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

Penyusunan Renstra

Penyusunan Renja

Penyusunan RKA

Penyusunan DPA

Penyusunan DPPA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Data dan Informasi

Pembuatan SPP UP/GU/TU/LS BPKAD

Prosedur Penerimaan Pendapatan

Surat Masuk

Surat Keluar

Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN

Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN

Surat Pengantar Usul Cuti

Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS

Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud

Penyusunan Perda dan Pergub APBD dan APBD-P Prov. Sumsel

Penetapan PPAS APBD Prov. Sumsel

Evaluasi Rancangan APBD dan APBD-P Kabupaten/Kota

Penetapan KUA APBD Prov. Sumsel

Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

DPA SKPD dan DPPA SKPKD

RKA SKPD dan RKA-P SKPKD

Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan

Penyusunan Evaluasi Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota

Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
(Pengesahan Laporan Keuangan DPRD)

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD

Penerimaan BPKB Asli dari Perangkat Daerah

Peminjaman BPKB Asli oleh Perangkat Daerah

Peminjaman Sertipikat Asli oleh Perangkat Daerah

Penerimaan Sertipikat Asli dari Perangkat Daerah

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Barang,
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang;
Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu

Penelaahan usulan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah




43.
44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.
92.
53.
4.
5S.
56.
S57.
S58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.

Penetapan RKBMD dan RKPBMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di
Pengguna Barang/OPD

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang
dilakukan Pemanfaatan

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang yang dilakukan Pemanfaatan

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD

Pengajuan Sertipikasi tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
kepada BPN (Kanwil/Kabupaten/Kota)

Pemberian/penolakan rekomendasi peningkatan sertipikat tanah di
Jakabaring sekitarnya

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah
dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Kerjasama Pemanfaatan

Pemusnahan Barang Milik Daerah

Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah

Penjualan Kendaraan Dinas

Sewa Barang Milik Daerah

Ruislag/Tukar Menukar/Tukar Guling

Pinjam Pakai

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir diatas 1 Juta

Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir dibawah 1 Juta

Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah/ BOT

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Hibah Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan dengan Nilai diatas
5 Miliar

Hibah Barang Milik Daerah

Pengalihan Status Penggunaan/Mutasi Barang Milik Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal O Agurtus 2014

KEPALA BADAN PENGELOLA
_KEUANGAN DAN ASET DAERAH
/- PROVINSI SUMATERA SELATAN,

‘PEBNA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196406211993031004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900/ 02/ 30P / BOKAD-! /267!
TGL PEMBUATAN ol Mouslus 200
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ot Rgustuc 2001
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
AKHKA \D MUKHLIS, SE., M.Si
s o
tama Muda
196406211993031004
NAMA SOP NYUSUNAN RENJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

< R

Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renja

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan
berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP

000/03/50P/ BPRAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN ot Pgustus 202 wll B!
TGL REVISI - .
TGL EFEKTIF ol Rguclus 202\
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DANASET DAERAH,
H. AKAMAD MUKHLIS, SE., M.Si
‘Pembira Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP PENYUSUNAN RKA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

£ R

Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan RKA

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA
akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
= Kepala Kasubbag Ket.
No. Kegiatan Badan Sekretaris e e nkais Staf Kelengkapan Waktu Output
1. [Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPPA Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
v
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun DPPA Disposisi 5 menit Disposisi
L
v
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA Disposisi 6 minggu | Konsep DPPA, Disposisi
A
L 4
4. |Mengoreksi konsep DPPA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju /\ Konsep 1 minggu | Draft DPPA, Disposisi
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki - DPPA
Ya \ / Tidak
A
3
5. [Memeriksa Draft DPPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika \ Draft DPPA 1 minggu | Dokumen DPPA, Disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak
Ya 1
6. |Menyerahkan Dokumen DPPA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
DPPA
I
7. |Menyerahkan dokumen DPPA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
DPPA
|
v
8. |Mendokumentasikan dokumen DPPA Dokumen 2 jam Dokumen DPPA, Bukti
DPPA dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP P00/ 06 /S0P / BPRAD -1 / 2021
TGL PEMBUATAN ol Pauslus 201\

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF o\ Vgutlus 201

DISAHKAN OLEH

FKEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
" DAN'ASET DAERAH,

7 j:
_ 6 MUKHLIS, SE., M.Si

NAMA SOP

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

& wne

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Mengetahui aturan dan regulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKA

4. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan
kinerja BPKAD akan menemui kendala

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




NOMOR SOP Q60 /09 / S0P /BPKRAD- 1/ 2021
TGL PEMBUATAN Ol RAguslus 20N
| TGLREVISI N
TGL EFEKTIF 0t Rgousius 200
DISAHKAN OLEH | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
“[/DAN/ASET DAERAH,
< / AN \
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN f‘{ ’ -
ADAN ELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH N\l CHMAR ;
BADAN PENGELO S E LN | H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
\ti\ﬁ?* :ﬁg}m?ﬁ}.ﬁama Muda
So'NIP.196406211993031004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP  Prosedur Penerimaan Pendapatan
DASARHUKUM KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,

2. Mengetahuiisi DPA

1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan
mempengaruhi proses selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Bendahara PPK Kepala Bidang Ket
Kel
Kegiatan Rengeltaran SKPD Badan pattén elengkapan Waktu Output

1: Pengguna anggaran menyerahkan SPD kepada bendahara < SPD 5 menit Disposisi

pengeluaran dan PPK SKPD e
2, Berdasarkan SPD dan berkas yang sudah ditandatangani, L—J Berkas SPJ — 15 menit | SPP UP/GU/TU/LS

bendahara menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS beserta dokumen UP/GU/TU/LS

lainnya yang terdiri dari:
- Surat pengantar SPP-UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP-UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan pengguna anggaran
- Lampiran lainnya (daftar rincian rencana penggunaan
dana s.d jenis
- Rincian SPP-GU/TU/LS
- Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana bagi SPP-
GU/TU sebelumnya
- surat keterangan penjelasan keperluan TU bagi
pengajuan SPP-TU
- lampiran untuk SPP-LS gaji berupa pembayaran gaji
induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan dll bagi
pengajuan SPP-LS gaji
- Surat Pertanggungjawaban mutlak
- SPTJB
Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain
kepada PPK-OPD.

PPK-OPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar

SPP UP/GU/TU/LS

3. | SPD dan DPA-SKPD. SPP- UP/GU/TU/LS yang dinyatakan L verifikasi 10 menit | SPM UP/GU/TU/LS
lengkap akan dibuatkan SPM oleh PPK SKPD. SPM kemudian 4
diberikan PPK SKPD kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk "
ditandatangan .
Jika SPP-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap PPK SKPD
4. akan menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 hari Surat penolakan 5 Menit Dokumen Perbaikan
kerja sejak SPP-UP/GU/TU/LS diterima SPM
5! Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada SPM UP/GU/TU/LS | 10 menit | Disposisi
bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP- yang telah di
UP/GU/TU/LS. Kemudian di serahkan pada PPK SKPD untuk verifikasi
diteliti kembali. Kemudian di tandatangan KPA
Setelah SPM GU masuk di Bidang Perbendaharaan akan di
6. Verifikasi untuk diterbitkan menjadi SP2D. l < { I Dokumen SPP, SPM | 2 jam SP2D

UP/GU/TU/LS




NOMOR SOP 900/ 08 /S0P /BPKAD -1 /202!

TGL PEMBUATAN 0! Agushus 2%
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF 0l Rgusius 2021

DISAHKAN OLEH ~~ 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
-~ | DAN'ASET DAERAH,

e
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN A
\ & Vi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH \ké} H Ag{.ﬁﬁ\o MUKHLIS, SE., M.Si
\\é’&m ‘smbina Utama Muda
NIP. 196406211993031004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Pembuatan SPP UP/GU/TU/LS BPKAD
DASARHUKUM KUALIFIKASIPELAKSANA:
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

mempengaruhi proses selanjutnya




Pelaksana Mutu Baku
Pihak ke 3 Bend Kepala
No. Kegiatan BAPPENDA | BANK :::gmmsn Penerimaan | Badan Kelengkapan Waktu Output ket
SKPD
i Pihak ke tiga menyetor ke bank D__> ' TBP, STS, Nota 1 Hari TBP, STS,
menggunakan STS kredit Nota kredit
Bank membuat nota kredit dan =
2. | menyampaikannya ke akuntansi BUD ‘ I Berkas SPJ - 15 menit SPP
UP/GU/ UP/GU/TU/LS
TU/LS
Fungsi Akuntansi di SKPKD bertugas TBP, STS, Nota TBP, STS, Nota
3. | melakukan identifikasi nota kredit < ¥ Kredit, Dokumen | 10 menit Kredit,
tersebut untuk menentukan setoran Identifikasi Penetapan Dokumen
yang merupakan pendapatan dan atau Nota kredit Penetapan
penerimaan pembiayaan dan
menyampaikannya ke PPK SKPD
Bend. Penerimaan meminta bukti
4, transaksi, pendapatan yang diterima X Bukti penerimaan| 1 Hari Register STS,
langsung dari RKUD yang berupa STS \ Dan penyetoran BKU
dan TBP untuk membukukan paling yang lengkap dan
lambat 1 hari, serta memverifikasi dan sah
membuat laporan fungsional pada
simda.
Bend. Penerimaan menyampaikan \ 4
5. | laporan pertanggung jawaban kepada Register STS, BKU | 10 menit Register STS,
PA melalui PPK SPKD paling lambat l I BKU
tanggal 10 bulan berikutnya. tandatangan
v
BAPPENDA memverifikasi LPJ Administratif L <
6. Bendahara penerimaan, & membukukan l | — Laporan Tgl 10 bin berikutnya Laporan
transaksi pendapatan dan penyetorannya penerimaan dan penerimaan dan
penyetoran penyetoran
Setiap bulan PPK SKPD dan bend
7. | penerimaan melakuka konsulidasi

keakuntansi BUD dan BAPPENDA




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

000/10/ S0P/ BPKRAD -1 /2621

TGL PEMBUATAN | : |0t fgusius 20m
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF [0V Agudus 2084

DISAHKAN OLEH

7. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

v ,‘f (‘4"’ , ‘
N5 :H-AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

=pPembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Keluar 1. Agenda Surat Masuk

2. Lembar Disposisi

3. Komputer/Printer/Scanner/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag
Kegiatan Kepala Badan | Sekretaris Peicieanana Staf | Kelengkapan | Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renja Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
=
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Renja Disposisi 5 menit Disposisi
Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja ¥ Disposisi 6 minggu | Konsep Renja,
Disposisi
A
Mengoreksi konsep Renja,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan /' Konsep 1 minggu | Draft Renja,
kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki \ Renja Disposisi

va | N\ | Tidak

Memeriksa Draft Renja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak \ Tidak Draft Renja| 1minggu | Dokumen Renja,
setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Disposisi
Ya
s
Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
Renja
Menyerahkan dokumen Renja kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan * Dokumen 10 menit | Disposisi
Renja
!_—_i
Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen | 2jam Dokumen
D Renja Renja, Bukti

dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kasubbag Ket.
No.
Kegiatan Badan Sekretaris Petoncinann Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |[Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja QD Agenda Kerja 5 menit Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Penetapan Kinerja Disposisi 5 menit Disposisi
L
4
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja Disposisi 6 minggu Konsep Penetapan
Kinerja, Disposisi
A
v
4. |Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak /\ Konsep 1 minggu | Draft Penetapan
setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki : Penetapan Kinerja, Disposisi
Ya \/ Tidak Kinerja
A
v
5. |Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Draft Penetapan| 1 minggu Dokumen Penetapan
Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Taak Kinerja Kinerja, Disposisi
1da
Ya v
6. [Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubbag Perencanaan untuk Dokumen 10 menit Disposisi
didokumentasikan Penetapan
Kinerja
7. |Menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada staf Perencanaan untuk v Dokumen 10 menit | Disposisi
didokumentasikan Penetapan
I Kinerja
) 4
8. |Mendokumentasikan dokumen Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait Dokumen 2 jam Dokumen Penetapan
Penetapan Kinerja, Bukti

Kinerja

dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
Ket.
No. Kegiatan Kepala Badan | Sekretaris P::;::::in Staf | Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA C;] Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
A4 : Sng ; : o
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun RKA Disposisi 5 menit Disposisi
i SO
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA —‘l_ Disposisi 6 minggu | Konsep RKA,
Disposisi
A
Y
4. [Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada /\ Tidak Konsep 1 minggu | Draft RKA,
Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki RKA Disposisi
va | N\
{l
v
5. [Memeriksa Draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju Tidhk Draft RKA | 1minggu | Dokumen RKA,
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki a Disposisi
Ya ; ; of
6. |Menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan ‘ Dokumen | 10 menit | Disposisi
RKA
L
‘ . . 9. (¥
7. |Menyerahkan dokumen RKA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
RKA
L__t
8. [Mendokumentasikan dokumen RKA {j Dokumen | 2jam Dokumen
RKA RKA, Bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900 /61 / $0° /BPKRAD -1/ 2621
TGL PEMBUATAN 0\ Rgustus 200

TGL REVISI - .
TGL EFEKTIF 01 Pqustus 2091

DISAHKAN OLEH

~5;}DAN#§FTDAERAH,

-KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Pepbingdtama Muda
“NIP=196406211993031004

NAMA SOP PENYUSUNAN RENSTRA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA : '
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan
berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kasubbag Ket.
No. Kegiatan Bidan Sekretaris Perericatiann Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Review Renstra | I Agenda Kerja 5 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Review Renstra Disposisi 5 menit Disposisi
[
P
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan Review Renstra Disposisi 6 minggu Konsep Review
Renstra, Disposisi
4, Mengoreksi konsep Review Renstra,jika setuju menyerahkan kepada Konsep Review| 1 minggu Draft Review
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk \ - Renstra Renstra, Disposisi
diperbaiki Ya ‘ Tidak
v
5: Memeriksa Draft Review Renstra jika setuju menandatangani dan Draft Review 1 minggu Doktimen Review
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Renstra Renstra, Disposisi
Sekretaris untuk diperbaiki Tidak
Ya v ‘ _ .
6. Menyerahkan Dokumen Review Renstra kepada Kasubbag Perencanaan Dokumen 10 menit Disposisi
untuk didokumentasikan Review
Renstra
7 Menyerahkan dokumen Review Renstra kepada staf Perencanaan untuk Dokumen 10 menit Disposisi
didokumentasikan Review
Renstra
8. Mendokumentasikan Dokumen Review Renstra Dokumen 2 jam Bokdiman R
Review Renstra, Bukti
Renstra Dokumentasi




NOMOR SOP 900/04 / SOP / BPRAD -1/ 2021
TGL PEMBUATAN 0\ Pgutlus 202
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF o\ Aguslus 2071
DISAHKAN OLEH 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
‘ “'DAN‘-ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN -
:'::‘ il
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH _ | H. AKHIfAD MUKHLIS, SE., M.Si
-4 7 ;Rénibirra Utama Muda
“SINIP. 196406211993031004
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI NAMA SOP PENYUSUNAN DPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan DPA

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer

2. SOP Penyusunan Renja 2. Internet

3. SOP Penyusunan RKA 3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Kasubbag Ket.
giata Badan Sekretaris e ahEanaah Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA [E Agenda 5 menit Disposisi
s Kerja
v
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun DPA Disposisi 5 menit Disposisl
1
v
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA Disposisi 6 minggu | Konsep DPA, Disposisi
v
4. |Mengoreksi konsep DPA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju /\ Konsep DPA | 1 minggu | Draft DPA, Disposisi
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki lva \/ Tidak
5. |Memeriksa Draft DPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika Draft DPA 1 minggu | Dokumen DPA, Disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Tidak
Ya v
6. |Menyerahkan Dokumen DPA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
I DPA
-
7. |Menyerahkan dokumen DPA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
—_ DPA
8. |Mendokumentasikan dokumen DPA @ Dokumen 2 jam Dokumen DPA, Bukti
DPA dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900 /05 /50p/ BPRAD -1/ 202!
TGL PEMBUATAN O\ Pqutlus 201

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF O\ Rguslus 2011

DISAHKAN OLEH

| KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
~| DAN'ASET DAERAH,

-\

,,»1 NUAY

|\

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
“NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

PENYUSUNAN DPPA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan DPA
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja 2. Internet
3. SOP Penyusunan RKA 3. Alat Tulis
4. SOP Penyusunan DPA 4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang
mengalami perubahan akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




NOMOR SOP 900 /07 /56P/ BYKAD~ | /2021
TGL PEMBUATAN Ol Dgushus 2091
TGL REVISI 3
TGL EFEKTIF 0\ Rguslus 107
DISAHKAN OLEH ~|'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
-~"DAN-ASET DAERAH,
NEN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI NAMA SOP DATA DAN INFORMASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3.  Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKA

4. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila aplikasi keuangan dan BMD terlambat diupdate maka proses entry akan
terlambat dan pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA terkendala

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
e Kepala Kasubbag Ket.
No.
Kegiatan Badan Sekretaris Peleniansan Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD @ Disposisi 5 menit Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD Disposisi 5 menit Disposisi
|
v
3. |Melaksanakan kegiatan update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD Disposisi 10 menit Konsep surat untuk
update aplikasi
A
v
4. |Mengoreksi konsep surat untuk mengupdate aplikasi, jika setuju menyerahkan kepada ///\\\\ Konsep surat 10 menit Draft surat untuk
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki - untuk update update aplikasi
Ya \\\v/// Tidak aplikasi
A
v
5. |Memeriksa surat update aplikasi keuangan dan BMD jika setuju menandatangani dan Tidak Draft surat 10 menit | surat untuk update
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk untuk update aplikasi
diperbaiki aplikas
Ya
6. |Mengupdate aplikasi keuangan dan BMD kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Al Draft surat 3 hari Aplikasi Keuangan
Provinsi Sumatera Selatan untuk update dan BMD terupdate
aplikasi,
Softcopy aplikasi
7. |Melaksanakan monitoring aplikasi keuangan dan BMD yang telah diupdate pada OPD di y Aplikasi 1 Minggu | Aplikasi Keuangan
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Keuangan dan dan BMD
j BMD terupdate
h 4
8. |Melakukan pemeliharaan aplikasi keuangan dan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Aplikasi Sampai Aplikasi Keuangan
Sumatera Selatan l I Keuangan dan dengan dan BMD terupdate
BMD ada
update
data

terbaru




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

‘| ooo /12 /3007 BPKRD -1/ 2020

TGL PEMBUATAN [ ot Pousius 2094
TGL REVISI |-
TGL EFEKTIF ol Pguslus 208

DISAHKAN OLEH

~ "KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN'ASET DAERAH,

o i

A/
A/
N7 75— HAKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

= pambina Utama Muda

NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya
kenaikan gaji berkala yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana PNS Ybs Kelengkapan Waktu Qutput
Surat Masuk Usulan
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima berkas \ Kenaikan Gaji
1 |usulan kenaikan gaji berkala dari ASN di lingkungan BPKAD 4; Berkala, Lembar 5 Menit Lembar Disposisi -
Provinsi Sumatera Selatan Disposisi, PP No.15
/2019
2 |Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti | II Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
Sekretaris mendisposisi kepada Kasubbag Umum dan
3 |Kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang Lembar Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi -
berlaku
Tidak Lembar Disposisi, =
Y : Lembar Disposisi, SK
Kasubbag meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas dan % SK Pangkat Pt T:rakhir
4 |mendisposisi kepada pelaksana untuk diproses sesuai dengan -~ Terakhir, Kenaikan 10 Menit Kenaikan Gaji Berk;Ia -
Peraturan yang berlaku Gaji Berkala en:;rakhir P2KP
Ya Terakhir, P2KP X
Pelaksana mengetik surat kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Draft Surat BT Surat keulian
5 |yang berlaku selanjutnya dinaikkan ke Kasubbag untuk diparaf Kenaikan Gaji 10 Menit Gail Berkala -
tanda telah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan ] Berkala \
—_——
5 . 5 t Kenaikan Gaji <
Kasubbag memberi paraf tanda berkas telah diperiksa dan telah St Surat Kenaikan Gaji
s $ Gy X Berkala yang sudah
6 |sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dinaikkan ke Sekretaris L el dan S Menit Berkala yang sudah -
untuk diparaf A iparaf
P Sbeiia diparaf Kasubbag
X o o= - = ) re Surat Kenaikan Gaji
Sekretaris meneliti kelengkapan administrasi dan memberi paraf "\ Tidak Surat Kenaikan Gaji Berkaliveng su da:‘
7 |tanda telah diperiksa sesuai dengan Peraturan yang berlaku Berkala yg sdh 5 Menit dibaraf kasubbai dan #
selanjutnya dinaikkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani diparaf Kasubbag o &
Ya Sekretaris
Surat Kenaikan Gaji Surat Penetapan
a i Berkala yang sudah Kenaikan Gaji Berkala
8 |Kepala B P 5 i -
pala Badan menandatangani Surat Penetapan Gaji Berkala divarst Knsbbag Menit PNS yang telah ditanda
dan Sekretaris tangani Kepala Badan
| IL Surat Penetapan
Kefiaan Gajl Surat Penetapan
Pelaksana memberi Nomor, mencatat dan mengarsipkan berkas Berkala PNS yang Kensikan Galf Bzrkala
9 [serta mendistribusikan Surat Penetapan Gaji Berkala kepada yang telah ditanda 10 Menit s >
PNS yang telah diberi
pesangluta ténigani Kepsia Nomor dan Tanggal
Badan dan Buku BE;
Agenda
@ Surat Penetapan Tanda Terima Surat
10|Pegawai menerima surat penetapan Gaji Berkala Kenaikan Gaji 5 Menit Penetapan di Buku -
Berkala PNS Ekspedisi




NOMOR SOP © | 900/ 1% /30P / BOKAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN . | ot Aguvus 202

TGL REVISI A "

TGL EFEKTIF | ot pouslus 2030

DISAHKAN OLEH : /. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
=~~ DAN ASET DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH a Utama Muda

NIP. 196406211993031004

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP : | SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya kenaikan | 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Pangkat ASN yang bersangkutan 2. dll




SOP Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima Surat D Surat Masuk, P Surat masuk dengan
Masuk Lembar Disposisi Sienit lembar disposisi h
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk selanjutnya memberikan Surat masuk
2 |disposisi disesuaikan dengan tupoksi dari sekretaris dan bidang dengan lembar 10 Menit Strgemasuk Selah <

disposisi

didisposisi Kepala Badan

Sekretaris Menerima dan mempelajari surat masuk yang sudah
didisposisi, Selaniutnya memerintahkan Kasubbag Umum dan

Surat masuk telah

3 ; P 5 2 ; didi £ox | - Surat masuk telah
Kepegawaian untuk Mendistribusikan kepada bidang melalui idisposisi Kepala A0 eI i et e AR -
Pelaksana Badan

A5 i oo Surat k telah

4 Menerima dan meneliti surat masuk yang sudah didisposisi yang d:'c:?s :;:?Keeaala S Menilt Surat masuk telah .
selanjutnya memerintahkan Pelaksana untuk mendistribusikannya pBa dan .y didisposisi Kepala Badan
Menerima surat masuk yang sudah didisposisi serta mencatat Surat masuk telah

s o X o <1 0k . Surat masuk telah
5 |hasil disposisi dan meneruskan surat masuk sesuai disposisi/ didisposisi Kepala 5 Menit didisposisi Kapala:Badan E
menggandakan yang selanjutnya didistribusikan ke bidang Badan SPOsiBURCP
; Surat masuk telah
i i bb dat buku
6 BEeHing s Svhat sk idaugy AR mEnandoteEnE. didisposisi Kepala 5 Menit Surat terdistribusi -

agenda sebagai tanda terima

Badan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP “|900/11 7/ 50P /BPKRD -1 [ 202\
TGL PEMBUATAN [ ot muslus 2094
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF :| 6t Agurius 2021
DISAHKAN OLEH -+ 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
.y =" DANASET DAERAH,
;.tEeﬁzbma Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Surat Masuk

1. Agenda Surat Keluar
2. Lembar Disposisi
3. Komputer/Printer/Scanner/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS/ KASUBBAG/ KET
KABAN
KABID KASUBBID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Pembuatan Draft surat sesuai dengan perihalnya berdasarkan konsep surat dari D Komputer, printer )
Kasubbag/ Kasubbid dari masing-masing bidang dan ATK 30 Menit Draft surat i
A
- . ; . ; g g Draft surat yang telah di
2 |Koreksi draft surat dilakukan oleh Kasubbag/ Kasubbid masing-masing bidang Draft surat 10 Menit A
Y paraf kasubbag
Sekretaris/ Kepala Bidang Draft surat dikonsulkan untuk mendapat persetujuan /\ Tidak Draft surat yang Draft surat yang telah di
3 |apabila “ ya” dilakukan paraf, bila ‘tidak” perlu koreksi dikembalikan ke telah di paraf 5 Menit paraf kasubbag dan -
Kasubbag/ Kasubbid bidang bersangkutan Ya \/ kasubbag Sekretaris/ Kabid
v Draft surat yang
4 |Penandatangan surat oleh Kepala Badan telahdi paraf S Menit Surat Keluar yang telah -
I kasubbag dan ditanda tangani Kaban
Sekretaris/ Kabid
Pencatatan di buku Agenda surat keluar sekaligus pemberian nomor dan Surat Keluaryang
5 o telah ditanda 5 Menit Surat Keluar -
pengarsipan;
tangani Kaban
6 |Distribusi surat Sdtat Keluny

bertandatangan

Tanda Terima




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU s
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan
1 Kepegawaian Menerima berkas dari ASN D Nioks DI Surat BRI e )
di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera A st e OLeiInas
Selatan
v
2 Kepala B_adan menfix.sposxsxl(gn .ke Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
Sekretaris untuk ditindaklanjuti |
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar L
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Karpeg,P2KPSK Karpeg,P2KPSK
, |usul kenaikan pangkat dan apabila telah Tidak CPNS,SK Terakhir, SK| CPNS,SK Terakhir, SK |
bersesuaian memerintahkan pelaksana Jabatan Terakhir, Jabatan Terakhir,
membuat surat pengantar Ya ljazah terakhir ljazah terakhir
——
2 Draft Surat
1 raft Sura
5 Pelaksana membuat/ mengetik Surat I Pengantar dan 30 Menit Dra:ta:tg::k:rbgaur:tar )
Pengantar, dan Scan berkas Pdf Berkas Usul Kenaikan o X g
Kenaikan Pangkat
Pangkat
y
6 Kasubbag memaraf Draft Surat Surat Pengantar yang 10 Menit Surat Pengantar yang )
Pengantar telah diperiksa telah diparaf kasubbag
Sekretaris memaraf Draft Surat Surat Pengz‘?ntar yang ) Surat lf‘engantar yang
7 Pesigsnitar telah diparaf 10 Menit telah diparaf Kasubbag %
g kasubbag dan Sekretaris
; Surat P
Kepala Badan menandatangani Surat ura:eI:;gdain::; fy Ane Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN Kasubh P d 10 Menit telah ditandatangani -
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan i g Kepala Badan
Sekretaris
X B a t
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal PL::‘U ::g:da f;; Surat Pengantar yang
9 |Surat, kemudian mencatat di buku ditg W t:: : 10 Menit telah dinomori dan -
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi andatangani Tanggal surat
Kepala Badan
BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Surat Pengantar dan e TaAkER T
10 |[Kenaikan Pangkat ASN Perangkat Daerah Dokumen 10 Menit e : Eskpedis] -
sesuai dengan ketentuan Kelengkapan UKP urat di Buku Eskpedis




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP 1| 000/ 14/S0P 7 BPkRD- 1/ 200

TGL PEMBUATAN | : | ot Rgustus 209
TGL REVISI L=
TGL EFEKTIF ;[ ot Agqusius 2081

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,
?! &

h;k \,a%_:._....d. —-—k_v,.;' - J ;v

\ 4;,,\

_H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
E'.embma Utama Muda
“NIP. 196406211993031004

NG
3’

.d‘)

NAMA SOP Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Komputer/Printer/Kertas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambat usulan
Cuti Aparatur Sipil Negara.

1. Di simpan sebagai data elektronik dan manual.
2. dll




SOP Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen Kelengkapan

10 Menit

Ekspedisi

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KET
NO KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima berkas cuti tahunan khusus
esselon IIl dan II, cuti sakit (lebih dari 14 hari), cuti besar dan cuti diluar tanggunggan ) ) . )
4 negara dari ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nota Dinas 10 Menit Nota Dinas
Sumatera Selatan A
e Berkas Cuti ASN dan
2 |Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti [:...ﬁ Lembar Disposisi 5 Menit s
Sekretaris mendisposisikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk ﬂ_ = ] T
" Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
3 |ditindaklanjuti v| P P
3 o Tidak
Kasubbag memeriksa kelengkapan berkas dan mendisposisi kepada pelaksana untuk P Kelengkapan Dokumen S0t Kelengkapan Dokumen : .
;. diproses : SKP/DP3, SK Terakhir SKP/DP3, SK Terakhir
Ya Draft Surat Pengantar Draft Surat Pengantar dan
’ pegems : i iarat o U :
5 |Pelaksana mengetik surat pengantar dan dinaikkan ke Kasubbag untuk dipar: A Bkt CLl ASR 10 Menit Batties i Aoh
N n
6 Kasubbag memberi paraf tanda telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan peraturan dan ::::::::{sia:;:rv:an,; 10 Menit Surat Pengantar yang telah X
dinaikkan ke Kabag untuk diparaf telah diperiisa diparaf oleh Kasubag
¥ Surat Pengantar can Surat Pengantar yang telah
Sekretaris memberi paraf tanda telah diperiksa dan sesuai dengan peraturan selanjutnya Berkas Cuti ASN yang ) z 8 yang
7 b 3 : e 10 Menit diparaf Kasubag dan -
dinaikkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani telah diperiksa ,
T Kasubag Sekrataris
* Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang telah
8 |Kepala Badan menandatangani Usul Surat Pengantar Ke BKD telah diparaf Kasubag | 10 Menit | ditandatangani oleh Kepala | -
dan Sekretaris Badan
Buku Agenda , Surat
A 7 A oo Pengantar yang telah Surat Pengantar yang telah
k d
9 Pelakggnakm;r?(lgl;rlz;::; dan Tongeal Surat, kemudian meneatat di huk expediat dan ditandatangani Kepala | 10 Menit | diberi nomor dan tanggal
mengirim xe Badan dan Berkas Cuti surat
ASN
; 3 t i i
10 |BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Cuti ASN Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Surat Pengantardan Tanda; Terima Surat di Buku




NOMOR SOP  |gon /15735007 BIKAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN | : [ 01 Pquttus 2

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF - ot Rgustus W71/ 5.

DISAHKAN OLEH | : 777 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

/%7 DAN ASET DAERAH,
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 52 HSAKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
~Pembina Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NIP. 196406211993031004 :
NAMA SOP : | Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 2014 tentang | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP

3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

Nomor 12 Tahun 2002
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK
3. SOP Kenaikan Pangkat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya Usul 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun ASN yang 2. dll

bersiqgkutan




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN J\?
1 |di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Nota Dinas, Surat 10 Menit Nota Dinas -
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Kepala Badan mendisposisikan ke Y E s . T
2 Sekretaris untuk ditindaklanjuti Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi
—ﬂ
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Tidak Karpeg,P2KPSK Karpeg,P2KPSK
4 dan apabila telah bersesuaian P CPNS,SK Terakhir, SK 30'Menit CPNS,SK Terakhir, SK i
memerintahkan pelaksana untuk Jabatan Terakhir, € Jabatan Terakhir,
mengetik/membuat surat pengantar Ya ljazah terakhir ljazah terakhir
Pelaksana membuat/ mengetik Surat Draft Surat
5 i -
Pengantar, dan Scan berkas Pdf Pengantar 30 Menit Draft Surat Pengantar
n 4
6 Kasubbag meneliti dan memberi paraf Surat Pengantar yang 10 Menit Surat Pengantar yang .
Surat Pengantar telah diperiksa telah diparaf Kasubbag
Sekretaris memaraf Draft Surat v
P Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
engantar ; :
7 telah diparaf 10 Menit telah diparaf Kasubbag -
Kasubbag dan Sekretaris
Y P t
Kepala Badan menandatangani Surat Sura: I::gda'na:fyang Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Pensiun ASN Perangkat S e 10 Menit telah ditandatangani -
Kasubag dan
Daerah : Kepala Badan
Sekretaris
. Surat Pengantar
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal Surat Pengantar yang te:;r: diber? Nomota:agn
9 |Surat, kemudian mencatat di buku telah ditandatangani 10 Menit 2 =
fd e tanggal di Buku
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi Kepala Badan
l Agenda
BKD Provinsi : T
iy A U menmdaklanjlu i Surat Pengantar dan Tanda Terima Surat
10 Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Dok 10 Menit S — )
Pensiun ASN Perangkat Daerah sesuai | okumen e & g:: " disi 3
dengan ketentuan Kelengkapan UKP spedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

* | 900/1 7 S0P/ BPKRAD -~V / 2021

TGL PEMBUATAN ol Aqusiuy 2091 )
TGL REVISI - o
TGL EFEKTIF ot Rqustus 2021

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
/" DANASET DAERAH,

“._ H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
N4 5 =Pempina’Utama Muda
SUNIP-196406211993031004

W H. AKHM

NAMA SOP

Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya PNS
mendapatkan Penghargaan SLKS yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS | KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana SUbbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN di . :
1 Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan D Nota Dinas, Surat 10 Menit Nota Dinas
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan A
Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris \ 4 y B : g
2 S s Lemb i -
untuk ditindaklanjuti 1 Lembar Disposisi 10 Menit embar Disposisi
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar 1
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas usul Tidak Karpeg,P2KPSK CPNS,SK Karpeg,P2KPSK CPNS,SK
4 |penghargaan satyalancana karya satya dan LE Terakhir, SK Jabatan 30 Menit Terakhir, SK Jabatan ~
mengonsep surat pengantar * Terakhir, ljazah terakhir Terakhir, ljazah terakhir
a
Kasubbag memerintahkan Pelaksana untuk
5 |membuat surat pengantar usul penghargaan Lembar Disposisi 30 Menit Lembar Disposisi -
satyalancana karya satya ke BKD Provinsi
Pelaksana membuat/ mengetik Surat \
6 |Pengantar, dan Scan berkas Pdf, dan Draft Surat Pengantar 30 Menit Draft Surat Pengantar A
merekam ke Flashdisk
. Surat Pengantar yang 5 Surat Pengantar yang
7 P; -
Kasubbag memberi Paraf Surat Pengantar I_ telah diperiksa A0:Met telah diparaf Kasubag
Surat P v Surat Pengantar yang
8 |Sekretaris memberi Paraf Surat Pengantar e .engan aryane 10 Menit telah diparaf Kasubag -
telah diparaf Kasubag
dan Sekretaris
Kepala Badan menandatangani Surat \ 4 Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
9 |Pengantar Usul Penghargaan Satyalancana telah diparaf Kasubag 10 Menit ditandatangani Kepala -
Karya Satya ASN Perangkat Daerah dan Sekretaris Badan
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal | ' ;:;::’::ngant?gagi Surat Pengantar yang
10 [Surat, kemudian mencatat di buku expedisi | Bad ar(\iganB kp 10 Menit telah diberi Nomor dan
dan mengantar ke BKD Provinsi agan an. pRe Tanggal
Ekspedisi
BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Surat Pengantar yang Tanda Terima Surat
11 [Penghargaan Satyalancana Karya Satya ASN telah diberi Nomor dan 10 Menit Pengantar di Buku -
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Tanggal Ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NOMOR SOP :|Qe0 /17 /309 / BPRAD ~1 /2041

TGL PEMBUATAN ;| 0t Rgusius 908
TGL REVISI il - :
TGL EFEKTIF ;| ot Pqustus 2031 -

DISAHKAN OLEH : /-~ KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
%/ DAN ASET DAERAH,

—— ; j‘{\,-”‘:":_ 4
-H: AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap
Berwujud

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah
tidak tertata dengan baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU NEr
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk Melaksanakan Penatausahaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka ‘ ; Disposisi 5 Menit Disposisi -
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan h 4
2 [Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Disposisi 5 Menit Disposisi -
Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
v
Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pengecekan rutin e B 5 4 :
3 terhadap barang milik daerah Disposisi 30 menit Data inventaris barang
5 . o i tor, Dat b an
Mendata ulang dan membuat daftar inventaris semua barang milik s kAol i s.emua Sy e
4 daerah yang ada di setiap Bidang di BPKAD Data semua barang 2 bulan ada di BPKAD dan daftar -
yang ada di BPKAD inventaris barang
2 ; : = b £ - Barang milik daerah
5 Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik daerah yang Daftar inventaris 2 Mingeu angtalih dikedistiker s
ada di BPKAD barang e | :
sesuai nomor register




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

900/ 18/ S0P/ BPKRAD -1/ 202\

TGL PEMBUATAN ;| ol Pgustus 20¢4
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF o! Rgustus 2012t

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

‘/‘4;""‘::/;,;
>~H..AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
= Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah
tidak terpelihara dengan baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk Melaksanakan Pemeliharaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka ‘ i Disposisi 5 Menit Disposisi -
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan Pemeliharaan ¥
2 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Disposisi 5 Menit Disposisi =
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
M kan Pelak k melakuk ki i Y
enugaskan Pelaksana untuk me an pengecekan rutin bl e ; e -
3 terhadap barang milik daerah Disposisi 5 Menit Disposisi
Daftar barang milik
4 Menyerahkan daftar barang milik daerah yang membutuhkan I Disbosisi 13am daerah yang _
pemeliharaan kepada kasubbag 2 membutuhkan
pemeliharaan
Daftar b ilik Daftar b ilik
Memanggil penyedia jasa pemeliharaan atau perbaikan barang 4 @ daarer:rr‘an:nml I : daarer:;anagnml I
5 |milik daerah dan menugaskan Pelaksana untuk mengawasi A 10 Menit e -
: membutuhkan membutuhkan
pelaksanaan pemeliharaan y -
pemeliharaan pemeliharaan
Daftar barang milik
6 Mengawasi Penyedia jasa melakukan perawatan untuk barang daerah yang 12 Bulan Barang milik Daerah =
milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan membutuhkan terpelihara dengan baik
pemeliharaan




NOMOR SOP ‘9007 10/ 0P / BPkRD-1 / 2021

TGL PEMBUATAN ;| 0\ Rqusius 202\
TGL REVISI A==
TGL EFEKTIF 1] o\ Bqustus 2021

"KEPALABADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
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7 H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ~“Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP :| SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang | 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Menguasai Pengoperasian Komputer
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan 2. dll

tertunda




SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

siap digunakan

PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIATAN KET
= i KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan
1 Pembelian /Pfengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud ‘ > Disposisi 5 Menit Disposisi K
yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi
Melaksanakan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset y
2 |Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Disposisi 12 Bulan Disposisi =
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
i i i Aset Tetap Berwujud
3 |Meregister Aset Tetap Berwujud yang akan digunakan dalam (j Disposisi e set Tetap j :
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SOP | PENYUSUNAN PERDA DAN@ERGUB APBD DAN APBD-P PROV. SUMSEL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 259 tentang Pembentukan | 1. Pendidikan : D3, S1 dan S2
Daerah TK | Sumsel. 2. Pelatihan : KKD, Pelatihan Tekhnis Penganggaran, Akuntansi, SIMDA dan SIPD
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan | 3. Keahlian : Menguasai Aplikasi SIMDA dan SIPD
Lembaran Negara Nomor 1814). 4. Keterampilan : Mampu Mengoperasikan Komputer

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daera